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ABSTRAK
[bookmark: _Toc215151651]Edelwais, 2025. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Norma Subjektif Terhadap Penggelapan Pajak di Wilayah KPP Pratama Balikpapan Timur. Dibimbing oleh Bapak Dr. Iskandar.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memahami dampak sanksi perpajakan serta norma subjektif terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh individu yang memiliki usaha sendiri. Dalam pemilihan sampel, penelitian ini menerapkan metode	 incindental	 sampling  dengan total 110	 responden. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SmartPLS 4.0. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan  negatif terhadap penggelapan pajak. Sebaliknya, norma subjektif menunjukkan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan; Norma Subjektif; Penggelapan Pajak


ABSTRACT
Edelwais, 2025. The Effect of Tax Sanctions and Subjective Norms on Tax Evasion in the Balikpapan Timur Tax Office Area. Supervised by Dr. Iskandar. The purpose of this study is to examine and understand the impact of tax sanctions and subjective norms on tax evasion committed by individuals who own their own businesses. In selecting the sample, this study applied the incidental sampling method with a total of 110 respondents. This study is quantitative in nature with primary data collected through questionnaires. The analysis tool used in this study is SmartPLS 4.0. The findings of this study reveal that tax sanctions do not have a significant and negative effect on tax evasion. Conversely, subjective norms show a significant and negative effect on tax evasion.

Keywords: Tax Sanctions; Subjective Norms; Tax Evasion
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[bookmark: _Toc215151658]PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc215151659]1.1 Latar Belakang Penelitian
Pengertian pajak secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha tanpa imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan pemerintah dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Jika penerimaan pajak tidak optimal, maka kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya akan terganggu. 
Namun, di Indonesia termasuk di kota Balikpapan, penggelapan pajak masih menjadi masalah serius, yang mengurangi potensi penerimaan pemerintah. Penggelapan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal wajib pajak yang mengurangi atau menghindari kewajiban pajak mereka melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti tidak melaporkan pendapatan, memalsukan dokumen, atau terlibat dalam transaksi palsu. 


Fenomena ini menciptakan ketidakadilan di antara wajib pajak yang taat hukum, merusak kesetaraan ekonomi, dan pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Penggelapan pajak skala besar dapat menyebabkan defisit anggaran pemerintah, ketergantungan utang, dan keterlambatan dalam proyek-proyek pembangunan strategi
2



Mengingat pentingnya pembayaran pajak terhadap pembiayaan pemerintah, langkah-langkah untuk meminimalkan dan memerangi penggelapan pajak menjadi penting. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya meningkatkan kepatuhan pajak, baik secara sukarela maupun melalui penegakan hukum, sangat penting untuk hubungan pajak yang sehat dan berkelanjutan. Memahami faktor-faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak tidak hanya relevan bagi akademisi tetapi juga penting bagi pembuat kebijakan pajak untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik ilegal. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang berbagai faktor yang memengaruhi penggelapan pajak diperlukan untuk mendukung optimalisasi pendapatan pemerintah. 
Penggelapan pajak merupakan perilaku kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari wajib pajak maupun otoritas pajak. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi moral wajib pajak, rasa keadilan, kesadaran pajak, dan norma pribadi. Faktor eksternal sering kali meliputi tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, dan terutama penerapan sanksi perpajakan serta norma subjektif yang berlaku di masyarakat atau di antara kelompok wajib pajak. Penerapan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera, sedangkan norma subjektif mencerminkan tekanan sosial atau sikap umum yang memengaruhi keputusan individu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa kasus penggelapan yang terjadi di wilayah balikpapan yaitu sebagai berikut:


[bookmark: _Toc202414156][bookmark: _Toc202441868][bookmark: _Toc202444389][bookmark: _Toc202466846][bookmark: _Toc202504382][bookmark: _Toc213694233]Tabel 1. 1 Kasus Penggelapan Pajak di Wilayah KPP Pratama Balikpapan Timur
	No.
	Tersangka
	Kasus Kecurangan
	WP/Badan yang terlibat
	Keputusan Pengadilan

	1. 
	I bin HKA (Direktur PT FK)
	Tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut. 
	PT FK
	Ancaman penjara 6 bulan sampai 6 tahun, denda 2-4 kali jumlah pajak terutang; kasus disidangkan di PN Balikpapan (2024-2025)

	2. 
	ISL (Direktur PT FK)
	Tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk Mei dan Desember 2019, tidak menyetorkan pajak keluaran yang dipungut dari mitra bisnis.
	PT FK
	Proses persidangan di PN Balikpapan (2024), sanksi menunggu putusan pengadilan

	3. 
	FH (Karyawan lepas CV KP)
	Tidak menyetorkan dan memanipulasi pajak CV KP (April 2017 - Desember 2018)
	CV KP
	Ancaman penjara 6 bulan sampai 6 tahun, denda 2-4 kali jumlah pajak terutang; diserahkan ke Kejari Balikpapan (2022)

	4. 
	HR (Direktur PT ACB)
	Tidak menyetorkan pajak
{spesifik pajak apa)
	PT ABC
	Diserahkan ke Kejari Balikpapan (2022), sanksi menunggu proses hukum.


     Sumber : diolah dari berbagai sumber
[bookmark: _Toc201778694][bookmark: _Toc201826941][bookmark: _Toc202414157][bookmark: _Toc202441869][bookmark: _Toc202444390][bookmark: _Toc202466848][bookmark: _Toc202504384]Data yang didapatkan dari KPP Pratama Balikpapan Timur, mengenai penerimaan pajak penghasilan hingga saat ini belum maksimal. Hal ini dapat diperhatikan dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2020-2024:


[bookmark: _Toc213694234]Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Tahun
	Jumlah WPOP Terdaftar
	Jumlah WPOP Membayar
	Persentase

	2020
	44,658
	3,094
	6.93 %

	2021
	47,371
	3,369
	7.11%

	2022
	49,904
	4,173
	8.36%

	2023
	55,775
	3,514
	6.30%

	2024
	61,669
	3,452
	5.59%


Sumber: KPP Pratama Balikpapan Timur
Dari data di atas jumlah wajib pajak setiap tahunnya terus meningkat, namun disisi lain jumlah wajib pajak yang melaporkan jumlah pajaknya tidak stabil. Dari data tersebut menggambarkan bahwa jumlah wajib pajak meningkat, namun penerimaan pajak setiap tahunnya belum mencapai target, hal ini dapat terindikasi bahwa adanya tindakan wajib pajak membayar pajak dengan perhitungan yang tidak lengkap. 
Meskipun banyak penelitian yang telah mengkaji tentang pengaruh sanksi perpajakan dan norma subjektif terhadap penggelapan pajak, hasil yang ditemukan bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, yang berarti sanksi efektif dalam mengurangi praktik penggelapan pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Effendi & Sandra (2022) dan Fitriani et al., (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak.  Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirayani & Rengganis, (2023) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Jadi, dapat dikatakan bahwa jika sanksi perpajakan makin besar dan berat maka semakin rendah tindakan penggelapan pajak. Namun penelitian lain justru menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak selalu efektif seperti penelitian yang dilakukan oleh Lailatussifa & Riduwan, (2014) dan Margaretha et al., (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh Pradana et al., (2025)  menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 
Norma subjektif juga memiliki peran penting dalam penelitian ini. Norma subjektif merujuk pada persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk terlibat atau tidak terlibat dalam suatu perilaku, atau keyakinan mereka terhadap apa yang dianggap adil oleh orang-orang terdekat mereka seperti keluarga, teman, atau kolega. Jika wajib pajak merasa bahwa lingkungan sosial mereka tidak menerima penggelapan pajak atau bahwa ada harapan sosial untuk mematuhi peraturan, mereka cenderung menghindari praktik penggelapan pajak. Sebaliknya, jika persepsi umum adalah bahwa penggelapan pajak adalah hal yang umum, atau bahkan diterima, di lingkungan tertentu, norma subjektif dapat mendorong perilaku penggelapan pajak.
Beberapa penelitian terdahulu menyatakan adanya pengaruh norma subjektif terhadap penggelapan pajak, yang berarti norma subjektif dapat menekan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiastuti, (2021) dan Datulalong & Susanto, (2015) menyatakan norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haris et al., (2022) bahwa norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengaruh orang-orang di sekitarnya untuk berbuat patuh, maka semakin rendah pula tindakan penggelapan pajak. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Saputri & Kiswara, (2019) dan Valenty, (2022) menemukan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan pelanggaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alleyne & Harris, (2017) norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan adanya perbedaan dari penelitian tersebut membuat peneliti ingin menguji kembali kedua variabel ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.
Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur dipilih sebagai objek penelitian karena wilayah Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga di Daerah Ibu Kota Negara (IKN) memiliki dinamika ekonomi dan sosial yang unik. Pesatnya perkembangan di wilayah ini, termasuk masuknya investor dan meningkatnya kegiatan usaha, berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan pajak penduduknya. Fenomena research gap yang telah disebutkan sebelumnya sangat relevan untuk dikaji dalam konteks Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur. 
Dengan melakukan penelitian di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris baru yang dapat melengkapi pemahaman mengenai interaksi sanksi perpajakan dan norma subjektif dalam konteks khusus ini, serta memberikan implikasi praktis bagi otoritas pajak setempat dalam merumuskan strategi penegakan dan sosialisasi yang lebih terarah. Berdasarkan hal yang telah diuraikan, memberikan motivasi untuk melakukan penelitian  dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Norma Subjektif  terhadap Penggelapan Pajak di Wilayah KPP Pratama Balikpapan Timur”.
[bookmark: _Toc215151660]1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur?
[bookmark: _Toc215151661]1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini diharapkan mampu:
1. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur.
2. Untuk menguji pengaruh norma subjektif terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur.
1.4 [bookmark: _Toc215151662]Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis/Akademis:
Penelitian ini merupakan sarana untuk mempelajari cara penyelesaian masalah secara ilmiah, dan menambah wawasan tentang pajak. Selain itu, untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dan norma subjektif terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
2. Manfaat Praktis:
a. Bagi Wajib Pajak 
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan, memahami konsekuensi dari penggelapan pajak, serta mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.
b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur 
Hasil penelitian dapat digunakan untuk menilai efektivitas penerapan sanksi perpajakan saat ini, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan norma subjektif serta digunakan untuk mengidentifikasi potensi penggelapan pajak yang mungkin terjadi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur
c. Bagi peneliti selanjutnya 
2

Sebagai acuan atau landasan teori untuk penelitian lebih lanjut mengenai penggelapan pajak atau kepatuhan pajak. Penelitian dapat digunakan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan KPP Pratama di daerah lain sebagai pembanding


[bookmark: _Toc202468036][bookmark: _Toc215151663]BAB II
[bookmark: _Toc215151664]TINJAUAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc215151665]Landasan Teori (Pahami Teori)
[bookmark: _Toc215151666]2.1.1 Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior)
Ajzen (1991)mengembangkan Theory of Reasoned Action menjadi sebuah teori lain, yaitu Theory of Planned Behavior dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Theory of Planned Behavior (TPB) berpendapat bahwa selain sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, orang juga memperhitungkan kontrol perilaku yang dirasakan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan suatu tindakan.
Teori ini menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku dapat mengarah pada perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang. Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu behavioral belief, yaitu, keyakinan tentang hasil dari perilaku dan evaluasi atau penilaian dari hasil perilaku. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil perilaku merupakan variabel sikap. Kedua adalah normative belief, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (subjectif norm). Ketiga adalah control belief, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. 
Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan penelitian ini, berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan tergantung pada niat. Seorang individu memiliki niat yang baik akan menjalankan ketentuan perpajakan karena dengan membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban, dapat disimpulkan bahwa sikap individu yang berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan secara langsung memudahkannya melakukan kegiatan perpajakan, dan kesempatan melakukan tindakan penggelapan pajak akan menjadi rendah. 
[bookmark: _Toc215151667]2.1.2 Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
Hasanah & Widiyati (2021) penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka atau mengalihkan beban pajak dengan melanggar undang-undang perpajakan. Penggelapan pajak melanggar moralitas pajak terhadap wajib pajak. Praktik ini mengakibatkan jumlah pajak berkurang atau tidak dilaporkan dengan benar kepada otoritas pajak. Hal ini dapat mengurangi atau bahkan merugikan pendapatan pemerintah. Menurut Tumewu & Wahyuni, (2018) penggelapan pajak merupakan pelanggaran hukum perpajakan, misalnya ketika, di satu pihak, nilai sewa dinyatakan lebih rendah daripada nilai sebenarnya dalam surat pemberitahuan penyesuaian pajak penghasilan tahunan (SPT) penilaian sewa yang terlalu rendah di pihak lain, biaya dinyatakan lebih tinggi daripada biaya sebenarnya. McGee, (2006) menyoroti tiga pandangan dasar tentang penggelapan pajak, yaitu:
1. Penggelapan pajak dianggap tidak etis;
2. Tidak pernah ada kewajiban untuk membayar pajak karena Negara tidak sah dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sesuatu dari siapa pun.
3. Penggelapan pajak dapat etis dalam beberapa keadaan dan tidak etis dalam keadaan lain.
Penggelapan pajak dapat dilakukan dengan memanipulasi data keuangan dalam laporan keuangan, menambah nilai biaya sehingga laba yang dihasilkan rendah, sehingga berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan juga menjadi lebih rendah (Ardi et al., 2016). Sehingga penggelapan pajak termasuk sebagai tindak pidana perpajakan.
Indikator penggelapan pajak menurut (Rosmawati & Darmansyah, 2023) yaitu:
1. Penyampaian SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap.
2. Upaya penyuapan kepada otoritas pajak.
3. Wajib pajak dianggap melakukan penggelapan pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Indikator penggelapan pajak menurut (Rahmawati & Umaimah, 2025) yaitu:
1. Frekuensi ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak.
2. Jumlah pajak yang tidak dibayarkan dibandingkan dengan kewajiban pajak yang seharusnya.
3. Tindakan yang diambil untuk menyembunyikan informasi pajak.
[bookmark: _Toc215151668]2.1.3 Sanksi Perpajakan
Sanksi dapat dianggap sebagai bentuk hukuman atas perbuatan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagai salah satu faktor pendorong, sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak, sehingga mereka lebih termotivasi untuk menghindari sanksi dengan berperilaku yang lebih dengan patuh dalam membayar pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020). Sanksi perpajakan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh seluruh wajib pajak agar terhindar dari pelanggaran perpajakan (Ayuningsih, 2023). Menurut Mirayani & Rengganis, (2023) sanksi perpajakan penting karena dapat dijadikan sebagai jaminan agar wajib pajak semakin patuh dan taat pada ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga terhindar dari tindakan pelanggaran perpajakan yang disengaja. 
Sanksi perpajakan ada dua jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (Dicriyani et al., 2024). Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang biasanya berupa denda administrasi, bunga atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan pada pelanggaran - pelanggaran administrasi perpajakan yang mengarah kepada tindakan pidana perpajakan. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar - benar dipatuhi. Dalam UU KUP yang mengatur tindak pidana dibidang perpajakan hanya menyebutkan dua jenis sanksi pidana yaitu: Pidana penjara karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Pidana kurungan karena adanya tindak pidana yang tidak terlalu serius. 
Indikator sanksi perpajakan menurut (Mirayani & Rengganis, 2023) yaitu:
1. Sanksi pidana yang akan dikenakan bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran berat.
2. Besaran sanksi administrasi yang diberikan pada pelanggar.
3. Besarnya nominal sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan perpajakan.
Indikator sanksi perpajakan menurut (Rosmawati & Darmansyah, 2023) yaitu:
1. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
2. Wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya dikenakan denda yang berlaku.
3. Denda keterlambatan pelaporan SPT dianggap tidak memberatkan oleh wajib pajak.
4. Pemberian sanksi pidana dapat menurunkan tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
[bookmark: _Toc215151669]2.1.4 Norma Subjektif
Norma subjektif merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu (Wanarta & Mangoting, 2022). Norma subjektif merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap pihak luar yang dapat menjadi referensi penting bagi individu untuk menyetujui atau menolak sesuatu keputusan. Menurut (Wahyuni et al., 2019) norma subjektif merupakan kontrol sosial yang menentukan apakah suatu perilaku tertentu boleh dilakukan atau tidak. Menurut (Owusu et al., 2020) norma subjektif menunjukkan pengaruh pendapat orang lain dalam kehidupan seseorang terhadap keputusan yang akan diambil oleh individu tersebut. 
Terdapat wajib pajak yang enggan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pajak, hal ini dapat terjadi adanya penyimpangan wajib pajak salah satunya tindakan penggelapan pajak. Apabila orang-orang di sekitar wajib pajak seperti keluarga maupun teman memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, apabila orang-orang di sekitar wajib pajak memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Namun apabila wajib pajak yang baik, bijak, dan profesional tidak akan melakukan hal tersebut apalagi dapat terpengaruh oleh orang lain.
Indikator norma subjektif menurut (Valenty, 2022) yaitu:
1. Persepsi terhadap pendapat orang lain mengenai kewajiban membayar pajak.
2. Pengaruh keluarga dan teman dalam keputusan untuk membayar pajak.
3. Tingkat kesadaran individu terhadap norma sosial yang berlaku dalam masyarakat terkait pajak.
 Indikator norma subjektif menurut (Wanarta & Mangoting, 2022) yaitu:
1. Pendapat orang terdekat mengenai kepatuhan pajak.
2. Pengaruh teman sebaya dalam keputusan perpajakan.
3. Motivasi dari konsultan pajak atau profesional terkait.
4. Persepsi terhadap harapan sosial untuk mematuhi atau tidak mematuhi pajak.
2.2 [bookmark: _Toc215151670]Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dalam rangka mendukung penelitian ini, meliputi:
[bookmark: _Toc202466853][bookmark: _Toc202504395]

[bookmark: _Toc213694253]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No.

	Nama Peneliti dan Tahun
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1. 
	(Pradana et al., 2025)
	Variabel independen
X1 = Love of Money,
X2 =  Machiavellianism,
X3 = Tax Sanctions
Variabel dependen
Y= Tax Evasion
	Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak.

	2. 
	(Dicriyani et al., 2024)
	Variabel independen
X1 = Keadilan Pajak 
X2 = Sistem Perpajakan
X3 = Tarif Pajak
X4 = Sanksi Perpajakan 
Variabel dependen
Y= Penggelapan Pajak
	Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

	3. 
	(Margaretha et al., 2023)
	Variabel independen
X1 = Keadilan Pajak 
X2 = Sistem Perpajakan
X3 = Pengetahuan Perpajakan
X4 = Sanksi Pajak
Variabel dependen
Y= Penggelapan Pajak
	Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

	4. 
	(Fitriani et al., 2023)
	Variabel independen
X1 = Sistem Pengendalian Internal
X2 = Sanksi Pajak
Variabel dependen
Y= Penggelapan pajak
	Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Hal tersebut berarti semakin tinggi Sanksi Pajak yang dimiliki KPP Pratama Makassar Selatan dalam dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak oleh wajib pajak badan.

	5. 
	(Valenty, 2022)
	Variabel independen
X1 = Norma Subjektif
X2 = Machiavellian
Variabel dependen
Y= Penggelapan pajak
	Norma subjektif berpengaruh negatif terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.

	6. 
	(Effendi & Sandra, 2022)
	Variabel independen
X1 = Pengetahuan Perpajakan
X2 = Keadilan Pajak
X3 = Sanksi Pajak
Variabel dependen
Y= Penggelapan Pajak
	Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin membuat wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.

	7. 
	(Purba et al., 2022)
	Variabel independen
X1 = Tarif Pajak 
X2 = Kualitas Pelayanan 
X3 = Sanksi Pajak
X4 = Teknologi Informasi Perpajakan 
Variabel dependen
Y= Penggelapan Pajak
	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

	8. 
	(Purnayasa, 2022)
	Variabel independen
X1 = Sanksi Pajak
X2 = Keadilan Pajak
Variabel dependen
Y = Penggelapan Pajak
	Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan meningkat.

	9. 
	(Haris et al., 2022)
	Variabel independen
X1 = Sistem Perpajakan
X2 = Norma Subjektif
X3 = Kepatuhan Pajak
Variabel dependen
Y = Penggelapan Pajak
	Norma Subjektif berpengaruh negatidf dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

	10. 
	(Wanarta & Mangoting, 2022)
	Variabel independen
X1 = Ketidakpatuhan Pajak
X2 = Norma Subjektif
X3 = Kontrol Perilaku
Variabel dependen
Y = Penggelapan Pajak
	Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.

	11. 
	(Hasanah & Widiyati, 2021)
	Variabel independen
X1 = Sanksi Perpajakan
X2 = Kepercayaan Pemerintah
X3 = Covid-19
Variabel dependen
Y= Penggelapan Pajak

	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

	12. 
	(Owusu et al., 2020)
	Variabel independen
X1 = Attitude 
X2 = Subjective Norms
X3= Perceived Behaviural Control
X4 = Moral Obligation
Variabel dependen
Y= Tax Evasion
	Norma Subjektif individu berhubungan positif dengan niat untuk melakukan penggelapan pajak.

	13. 
	(Helweldery et al., 2020)
	Variabel independen
X1 = Pemahaman Perpajakan
X2 = Pelayanan Aparat Pajak
X3 = Sanksi Perpajakan 
Variabel dependen
Y = Penggelapan Pajak
	Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak.

	14. 
	(Fadhilah, 2019)
	Variabel independen
X1 = Attitude 
X2 = Subjective Norms
X3 = Religiosity
Variabel dependen
Y = Tax Evasion
	Norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat orang untuk melakukan penggelapan  pajak.

	15. 
	(Agus et al., 2019) 
	Variabel independen
X1 = Keadilan Perpajakan 
X2 = Sistem Perpajakan
X3 = Pemahaman Perpajakan
X4 = Tarif Perpajakan
X5 = Sanksi Perpajakan
Variabel dependen
Y= Penggelapan Pajak
	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.





2.3 [bookmark: _Toc215151671]Kerangka Konseptual 
[bookmark: _Toc201778887][bookmark: _Toc213694319]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
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2.4 [bookmark: _Toc215151672]Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Toc215151673]2.4.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak
Teori perilaku terencana yaitu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku muncul dan keinginan ini kemudian memengaruhi perilaku yang sebenarnya. Sanksi perpajakan konsisten dengan konsep perilaku terencana. Menurut teori perilaku terencana, hubungan antara penerapan sanksi  yang tegas dan persepsi pajak oleh wajib pajak sebagai ancaman  akan mengurangi timbulnya kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. Diharapkan dengan adanya sanksi pajak akan menimbulkan rasa takut di kalangan wajib pajak yang akan menyampaikan SPT dengan benar.
Namun penelitian lain yang dilakukan Safitri, (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian ini didukung oleh Mirayani & Rengganis, (2023) dan  Fitriani et al., (2023) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak Jika sanksi pajak dan hukuman yang diterapkan semakin tinggi, maka akan mengurangi tindakan penggelapan pajak. Artinya bahwa semakin besar sanksi pajak yang berlaku di masyarakat akan membuat wajib pajak untuk takut jika tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Sehingga hipotesis pertama yang diusulkan yaitu:
H1: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak.
[bookmark: _Toc215151674]2.4.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Penggelapan Pajak
Menurut Theory of Planned Behaviour (TPB), norma subjektif adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap tekanan sosial atau harapan dari orang-orang penting di lingkungannya (seperti keluarga, teman, atau kolega) tentang apakah akan melakukan perilaku tertentu atau tidak. Dengan demikian, dalam konteks TPB, norma subjektif berperan sebagai jembatan antara pengaruh sosial dan niat berperilaku, sehingga semakin besar tekanan atau dukungan sosial yang dirasakan, maka semakin besar pula kemungkinan individu untuk berniat melakukan perilaku yang dimaksud.
Namun penelitian yang di lakukan oleh Fadhilah, (2019) norma subjektif memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap niat orang untuk melakukan penggelapan  pajak. Penelitian tersebut didukung oleh  Haris et al., (2022) serta Wanarta & Mangoting, (2022) norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib Pajak tidak akan mempunyai niat untuk melakukan penggelapan pajak apabila wajib pajak merasa bahwa orang-orang yang dianggap penting dan lingkungan di sekitarnya berpendapat bahwa penggelapan pajak bukanlah hal yang terpuji. Semakin patuh keluarga atau orang terdekat wajib pajak akan membuat wajib pajak merasa bahwa penggelapan pajak adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Sehingga hipotesis kedua yang diusulkan yaitu:
H2 : Norma subjektif berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan
 pajak.


2.5 [bookmark: _Toc215151675]Model Penelitian
[bookmark: _Toc201778888][bookmark: _Toc213694320]Gambar 2. 2 Model Penelitian
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[bookmark: _Toc201690377][bookmark: _Toc202468049][bookmark: _Toc215151676]BAB III
[bookmark: _Toc215151677]METODOLOGI PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc215151678]Definisi Operasonal
3.1.1 [bookmark: _Toc215151679]Variabel Dependen
Penggelapan pajak adalah tindakan yang melanggar hukum oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak mereka dengan cara yang melanggar undang-undang perpajakan. Hal ini mencakup upaya yang disengaja untuk menyembunyikan pendapatan, mengecilkan laba, atau melebih-lebihkan biaya untuk menghindari pembayaran pajak yang benar. Penggelapan pajak dalam penelitian ini diukur sebagai tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari indikator-indikator yang diambil dari penelitian terdahulu oleh (Rosmawati & Darmansyah, 2023) dan (Rahmawati & Umaimah, 2025) yaitu:
1. Tindakan yang diambil untuk menyembunyikan informasi pajak.
2. Upaya penyuapan kepada petugas pajak.
3. Jumlah Pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kewajiban pajak yang seharusnya.
4. Wajib Pajak dianggap melakukan penggelapan pajak apabila tidak melakukan pelaporan, pembayaran dan penyetoran.
3.1.2 [bookmark: _Toc215151680]Variabel Independen
Variabel independen dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel lain, yakni variabel yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur
3.1.2.1 Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan adalah hukuman atau denda yang dikenakan oleh otoritas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Situasi di mana sanksi pajak yang diperketat, seperti denda atau hukuman, dapat mendorong individu atau perusahaan untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan diukur dalam penelitian ini berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap tingkat denda, kemungkinan terdeteksi dan kepastian penuntutan atas pelanggaran pajak, yang tercermin dari indikator-indikator seperti yang telah ditinjau dari penelitian (Mirayani & Rengganis, 2023) dan (Rosmawati & Darmansyah, 2023) yaitu: 
1. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
2. Sanksi pidana akan dikenakan bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran berat.
3. Besaran sanksi administrasi yang diberikan pada pelanggar memberatkan wajib pajak.
3.1.2.2 Norma Subjektif
Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan perilaku tertentu. Dalam konteks perpajakan, norma subjektif mengacu pada keyakinan wajib pajak tentang apa yang diharapkan atau dipercayai oleh orang-orang penting di sekitar mereka (seperti keluarga, teman, kolega, atau masyarakat) dalam hal kepatuhan pajak. Norma subjektif dalam penelitian ini diukur sebagai tingkat sejauh mana wajib pajak merasa adanya tekanan sosial dari pihak-pihak referensi untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan, yang tercermin dari indikator-indikator seperti yang diambil dari penelitian oleh (Valenty, 2022) dan (Wanarta & Mangoting, 2022) yaitu:
1. Persepsi terhadap harapan sosial untuk mematuhi atau tidak mematuhi pajak.
2. Pengaruh keluarga dan teman dalam keputusan untuk membayar pajak.
3. Tingkat kesadaran individu terhadap norma sosial yang berlaku dalam masyarakat terkait pajak.
[bookmark: _Toc201778695][bookmark: _Toc201826942][bookmark: _Toc202414158][bookmark: _Toc202441870][bookmark: _Toc202444391]
[bookmark: _Toc202466866][bookmark: _Toc202504407]Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukur Variabel
	Variabel
	Defenisi Operasional Variabel
	Indikator
	Sumber

	Penggelapan Pajak
	Penggelapan pajak adalah tindakan yang melanggar hukum oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak mereka dengan cara yang melanggar undang-undang perpajakan. Hal ini mencakup upaya yang disengaja untuk menyembunyikan pendapatan, mengecilkan laba, atau melebih-lebihkan biaya untuk menghindari pembayaran pajak yang benar.
	1. Tindakan yang diambil untuk menyembunyikan informasi pajak.
2. Upaya penyuapan kepada petugas pajak.
3. Jumlah Pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kewajiban pajak yang seharusnya.
4. Wajib Pajak dianggap melakukan penggelapan pajak apabila tidak melakukan pelaporan, pembayaran dan penyetoran.
	(Rosmawati & Darmansyah, 2023) dan (Rahmawati & Umaimah, 2025)

	Sanksi Perpajakan
	Sanksi perpajakan adalah hukuman atau denda yang dikenakan oleh otoritas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Situasi di mana sanksi pajak yang diperketat, seperti denda atau hukuman, dapat mendorong individu atau perusahaan untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan diukur dalam penelitian ini berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap tingkat denda, kemungkinan terdeteksi dan kepastian penuntutan atas pelanggaran pajak
	1. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
2. Sanksi pidana akan dikenakan bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran berat.
3. Besaran sanksi administrasi yang diberikan pada pelanggar memberatkan wajib pajak.

	(Mirayani & Rengganis, 2023) dan (Rosmawati & Darmansyah, 2023)

	Norma Subjektif
	Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan perilaku tertentu. Dalam konteks perpajakan, norma subjektif mengacu pada keyakinan wajib pajak tentang apa yang diharapkan atau dipercayai oleh orang-orang penting di sekitar mereka (seperti keluarga, teman, kolega, atau masyarakat) dalam hal kepatuhan pajak.
	1. Persepsi terhadap harapan sosial untuk mematuhi atau tidak mematuhi pajak.
2. Pengaruh keluarga dan teman dalam keputusan untuk membayar pajak.
3. Tingkat kesadaran individu terhadap norma sosial yang berlaku dalam masyarakat terkait pajak.
	(Valenty, 2022) dan (Wanarta & Mangoting, 2022)



[bookmark: _Toc215151681]3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
[bookmark: _Toc215151682]3.2.1 Populasi
	Menurut Sugiyono, (2023) populasi merupakan semua elemen yang merupakan bagian dari area umum, dan sampel yang memiliki karakteristik tertentu dan diambil untuk penelitian adalah bagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Orang yang melakukan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dan tidak terikat oleh hubungan kerja. 
[bookmark: _Toc215151683]3.2.2 Sampel
Sampel adalah sebagian populasi yang dianggap mewakili keseluruhan populasi (Sugiyono, 2023). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling. Incidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara insidental atau kebetulan bertemu dan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang secara kebetulan ditemukan tersebut cocok sebagai sumber data penelitian. Jumlah populasi diketahui yaitu 61,669 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur pada tahun 2024 dan diperoleh 100 responden dengan menggunakan rumus slovin. Rumus slovin digunakan dalam penelitian ini karena populasi dalam penelitian ini sudah diketahui dan margin of error bisa menggunakan 10% jika populasi lebih dari 1.000 dan 5% jika populasi kurang dari 1.000, sehingga terdapat rumus slovin untuk menghitung sampel sebagai berikut:


Keterangan : 
n = Jumlah sampel yang diperlukan 
N = Jumlah populasi 
e = Tingkat kesalahan (Margin of error)
	Dengan rumus slovin di atas dapat dihitung ukuran sampel dengan tingkat kesalahan adalah 10%, sehingga rumus slovin yang digunakan untuk menghitung sampel sebagai berikut:




Jadi, sampel yang digunakan adalah minimal 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur
[bookmark: _Toc213694262]

[bookmark: _Toc215151684]3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
[bookmark: _Toc202466867][bookmark: _Toc202504408]Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari survei yang dilakukan melalui kuesioner terhadap responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi tenaga kerja bebas khususnya yang memiliki keahlian khusus di wilayah Kota Balikpapan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala likert digunakan untuk menilai tingkat setuju dan tidak setuju responden pada suatu pernyataan. Pada penelitian ini, digunakan 5 poin rating skala likert, yaitu 
[bookmark: _Toc213694263]Tabel 3. 2 Skala Likert
	Nilai Skor/Poin
	Keterangan
	Kode

	1
	Sangat Tidak Setuju
	STS

	2
	Setuju
	TS

	3
	Netral
	N

	4
	Setuju
	S

	5
	Sangat Setuju
	SS


		    Sumber : (Sugiyono, 2023)
[bookmark: _Toc215151685]3.4 Pilot Test
Pengujian pertama, yang disebut uji coba, dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua pernyataan dan pertanyaan dalam kuesioner telah tercakup dan sesuai dengan pendapat responden. Selain itu, responden diminta untuk memberikan umpan balik atas kuesioner tersebut terutama jika ada pertanyaan atau pernyataan yang perlu diperbaiki. Sebanyak 30 responden yang bukan merupakan responden utama dilibatkan dalam penyebaran kuesioner sebagai bagian dari tahap pilot test ini.
[bookmark: _Toc215151686]Uji Validitas 
Validitas adalah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk mengukur kekuatan korelasi atau hubungan antara konstruk dan variabel laten. Dalam evaluasi jenis validitas ini dapat dinilai berdasarkan outer loading, yaitu korelasi atau hubungan antar setiap item pengukuran dengan konstraknya. Jenis validitas ini berprinsip bahwa pengukur suatu konstruk harus memiliki nilai yang tinggi, adapun nilai suatu korelasi dikatakan memenuhi syarat validitas konvergen jika memperoleh nilai outer loading > 0,70. Berikut adalah hasil uji validitas pilot test pada nilai outer loading dari tiap-tiap indikator pada variabel penelitian:     
[bookmark: _Toc202466868][bookmark: _Toc202504409][bookmark: _Toc213694264]Tabel 3. 3 Tabel Hasil Uji Validitas Pilot Test
	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	Keterangan

	Sanksi
Perpajakan
	X1.1
	0,869
	Valid

	
	X1.2
	0,860
	Valid

	
	X1.3
	0,846
	Valid

	Norma Subjektif
	X2.1
	0,832
	Valid

	
	X2.2
	0,910
	Valid

	
	X2.3
	0,853
	Valid

	
	X2.4
	0,650
	Valid

	Penggelapan Pajak
	Y.1
	0,861
	Valid

	
	Y.2
	0,899
	Valid

	
	Y.3
	0,869
	Valid

	
	Y.4
	0,426
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data Primer SmartPLS, 2025
Berdasarkan Tabel 3.3, dapat dilihat hasil uji validitas pilot test rata-rata telah memenuhi kriteria dengan , walaupun terdapat dua indikator yang memiliki  tetapi indikator ini tetap dipertahankan karena selain melihat dari loading factor, uji validitas juga dapat dilihat dari nilai AVE. Jika nilai , maka dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan pada penelitian ini telah valid. 
[bookmark: _Toc215151687]Uji Reliabilitas 
[bookmark: _Toc202441871][bookmark: _Toc202466869][bookmark: _Toc202504410][bookmark: _Toc213694265]Uji reliabilitas pada pilot test dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 4.0 dan dilakukan untuk melihat reliabel atau tidaknya pertanyaan dalam kuesioner yang telah disajikan. Uji reliabilitas dalam pilot test ini dengan melihat jika nilai , maka kuesioner penelitian dinyatakan reliabel dan jika  maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas pilot test:
Tabel 3. 4 Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test
	Variabel
	Cronbach's alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	N of Item
	Keterangan

	Penggelapan Pajak
	0.821
	0.822
	0.894
	4
	Reliabel

	Sanksi Perpajakan
	0.830
	0.856
	0.888
	3
	Reliabel

	Norma Subjektiif
	0.775
	0.851
	0.860
	4
	Reliabel


  Sumber: Hasil Olahan Data Primer SmartPLS, 2025
Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s alpha untuk semua variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah di atas 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan telah memenuhi syarat. Sehingga reliabilitas kuesioner ini cukup reliabel sebagai instrumen penelitian.
[bookmark: _Toc215151688]3.5 Alat Analisis Data
Penelitian ini menggunakan alat analisis data berupa software, yaitu SmartPLS 4.0 sebagai alat untuk menghitung dan menganalisis data dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM).
[bookmark: _Toc215151689]3.6 Pengujian Instrumen
Pengujian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, structural equation modeling (SEM), partial least square (PLS), pengujian model pengukuran (outer model), dan uji hipotesis.
3.6.1 [bookmark: _Toc215151690]Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan sebagai teknik analisis data dengan melaporkan atau mendeskripsikan data sampel dan populasi yang dikumpulkan dalam studi dan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2023). Analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian. Semua ini bertujuan untuk memberikan pandangan mendalam tentang berbagai aspek dan detail yang terkandung dalam data set.
3.6.2 [bookmark: _Toc215151691]Structural Equation Modeling (SEM)
Structural equation modelling (SEM) adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan hubungan antar variabel dan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis data yang kompleks. SEM adalah teknik analisis data multivariat yang menggabungkan elemen-elemen analisis faktor, pemodelan struktural, dan analisis regresi. Ada 3 macam hal yang dapat dilakukan SEM yaitu uji validitas dsan reliabilitas instrumen (analisis faktor konfimation), pengujian model hubungan antar variabel (analisis jalur), serta memberikan model untuk prediksi pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel (analisis regresi).
3.6.3 [bookmark: _Toc215151692]Partial Least Square (PLS)
Meskipun PLS bersifat eksplorasi dan bukan konfirmasi, PLS juga dapat membuat asumsi mengenai ada tidaknya hubungan dan kemudian mengusulkannya untuk diuji. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan hubungan antara konstruk dan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai hubungan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk disadari bahwa ada teori yang menyediakan asumsi untuk deskripsi model, pemilihan variabel, pendekatan analisis dan interpretasi hasil. PLS terdiri atas dua model pengukuran, yaitu outer model yang berkaitan dengan variabel beserta indikatornya, serta inner model yang berkaitan dengan keterkaitan antar variabel yang dibangun berdasarkan teori.
3.6.4 [bookmark: _Toc215151693]Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)
3.6.4.1 Uji Validitas 
Uji validitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur suatu instrumen kuesioner dalam penelitian valid atau tidak. (Ghozali & Kusumadewi, 2023) menyatakan suatu kuesioner dikatakan valid jika mempunyai loading factor di atas 0,7 terhadap konstruk yang dituju. Pengukuran ini dilakukan melalui convergent validity dan discriminant validity.
1. Convergent Validity
Convergent validity merupakan nilai loading faktor pada variabel laten beserta indikator-indikatornya. Convergent validity dinilai berdasarkan hubungan antara item score atau compound score dengan construct score yang dihitung dengan menggunakan PLS. Convergent validity dapat diukur dengan Average Variance Extracted (AVE). Jika  maka dinyatakan valid.
2. Discriminant Validity 
Discriminant validity digunakan untuk menilai validitas dengan cara membandingkan nilai square root of AVE pada setiap konstruk dengan kolerasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Nilai discriminant validity dinyatakan baik apabila nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai kolerasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.
3.6.4.2 Uji Reliabilitas 
Reliabilitas diukur dalam penelitian ini degan pengukuran dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau diukur korelasi antara tanggapan dan pernyataan. Indikator dikatakan reliabel jika nilai dari composite reliability lebih dari 0,7 dan nilai cronbach’s alpha diatas 0,7.
[bookmark: _Toc215151694]3.6.5 Pengujian Model Struktural (Inner Model) 
Inner model atau model struktural merupakan model yang menjelaskan dan menjabarkan hubungan antar variabel. Model struktural (inner model) dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen dan nilai path coefficient untuk variabel independen, kemudian signifikansinya dinilai berdasarkan nilai t statistik dalam setiap path.
1. R-square 
Menurut Suntara et al., (2023) Nilai r-square merupakan suatu nilai yang menyatakan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variance dari variabel tak bebas. Umumnya nilai R-square dibagi menjadi tiga. Nilai R-square sebesar 0,67 merupakan nilai kuat, nilai R-square sebesar 0,33 merupakan nilai moderat, dan nilai R-square sebesar 0,19 merupakan nilai lemah.  
2. Uji F-Square 
Uji F-Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai F-Square sebesar 0,02 (lemah), 0,15 (moderat), dan 0,35 (kuat).
[bookmark: _Toc215151695]3.6.6 Uji Hipotesis
2

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (sanksi pajak dan norma subjektif) terhadap variabel dependen (penggelapan pajak) dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dengan melihat nilai signifikansi dan arah koefisien. Hipotesis dikatakan diterima jika nilai signifikansi < 0,05 dan koefisien berarah negatif. Sebaliknya, hipotesis dikatakan ditolak apabila nilai signifikansi > 0,05 atau koefisien berarah positif


[bookmark: _Toc215151696]BAB IV
[bookmark: _Toc215151697]HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc215151698]4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Dalam penelitian ini, partisipan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur. Basis data terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil tersebut, terpilihlah sampel sebanyak 110 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Balikpapan Timur.	
[bookmark: _Toc215151699]4.1.1 Deskripsi Jenis Kelamin Responden
Berdasarkan 110 kuesioner yang kembali, jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
[bookmark: _Toc213694270]Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	Pria
	52
	49,1%

	Wanita
	56
	50,9%

	Total
	
	100%


Sumber: Data diolah, 2025
Pada tabel di atas, dapat diketahui jenis kelamin responden dalam penelitian ini yaitu Pria sebanyak 52 (46,1%), dan Wanita sebanyak 57 (53.9%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden Wanita lebih banyak dari responden Pria.


[bookmark: _Toc215151700]4.1.2 Deskripsi Usia Responden 
Berdasarkan 110 kuesioner yang kembali, usia responden dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
[bookmark: _Toc213694271]Tabel 4. 2 Usia Responden
	Usia
	Jumlah
	Persentase

	21-30 Tahun
	8
	7,3%

	31-40 Tahun
	58
	52,7%

	41-50 Tahun
	29
	26,4%

	>50 Tahun
	15
	13,6%

	Total
	113
	100%


Sumber: Data diolah, 2025
 Pada tabel di atas, dapat diketahui usia responden dalam penelitian ini yaitu usia 21-30 tahun sebanyak 8 (7,3%) usia 31-40 tahun sebanyak 58 (52,7%), usia 41-50 tahun sebanyak 29 (26,4%) dan usia >50 tahun sebanyak 15 (13,6%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berusia 31-40 tahun. 
[bookmark: _Toc215151701]4.1.3 Deskripsi Jenis Pekerjaan Responden
Berdasarkan 110 kuesioner yang kembali, rincian mengenai jenis pekerjaan yang diemban oleh responden dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir: 
[bookmark: _Toc213694272]Tabel 4. 3 Jenis Pekerjaan Responden
	Jenis Pekerjaan
	Jumlah
	Persentase

	Penilai
	3
	2,7%

	Aktuaris
	1
	0,9%

	Pengacara
	6
	5,5%

	Notaris
	6
	5,5%

	Akuntan
	17
	15,5%

	Arsitek
	13
	11,8%

	Pengawas/Pengelola Proyek
	19
	17,3%

	Konsultan
	4
	3,6%

	Dokter
	23
	20,9%

	Lainnya
	18
	16,4%


        Sumber: Data diolah, 2025 
Dari data yang tertera dalam tabel di atas, dapat dilihat variasi jenis pekerjaan oleh responden dalam lingkup penelitian ini. Kategorinya meliputi penilai 3 (2,7%), aktuaris 1 (0,9%), pengacara dan notaris 6 (5,5%) akuntan 17 (15,5%), arsitek 13 (11,8%),  pengawas/pengelola proyek 19 (17,3%), konsultan 4 (3,%), dokter 23  (20,9%), dan lainnya 18 (16,4%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah dokter.
[bookmark: _Toc215151702]4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk mengetahui jawaban atas pernyataan maupun pernyataan yang dibuat dalam kuesioner untuk setiap indikator. Analisis ini dilakukan dengan cara menggabungkan tanggapan dari responden berdasarkan survei yakni skala 1-5 pada setiap indikator.
[bookmark: _Toc215151703]4.2.1 Analisis Deskriptif Penggelapan Pajak (Y1)
[bookmark: _Toc213694273]Penggelapan pajak merujuk pada usaha yang dilakukan oleh wajib pajak guna meminimalkan atau bahkan menghapuskan kewajiban pajaknya melalui tindakan yang melibatkan pelanggaran dengan sengaja dan kesadaran penuh. Terdapat 4 indikator utama dalam variabel penggelapan pajak yang tercermin dalam 4 pernyataan terpisah. Hasil analisis deskriptif penggelapan pajak disajikan dalam bentuk tabel berikut ini, yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
Tabel 4. 4 Deskriptif Variabel Penggelapan Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Y1
	34
	55
	19
	2
	0
	1,90

	Y2
	27
	52
	27
	4
	0
	2,07

	Y3
	22
	44
	37
	7
	0
	2,26

	Y4
	14
	38
	47
	10
	1
	2,50


Sumber: Data diolah, 2025
Dilihat dari tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (Y1) menyatakan nilai rata-rata (mean) 1,90. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak menyadari bahwa menyembunyikan informasi pajak merupakan tindakan ilegal yang termasuk penggelapan pajak.
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan kedua (Y2) menyatakan nilai rata-rata (mean) 2,07. Disimpulkan bahwa adanya penyuapan membuat wajib pajak merasa tidak adil sehingga melakukan penggelapan pajak. 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan ketiga (Y3), menyatakan nilai rata-rata (mean) 2,26. Disimpulkan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan keempat (Y4), menyatakan nilai rata-rata (mean) 2,50. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak melakukan pelaporan dan penyetoran tepat waktu.
[bookmark: _Toc215151704]4.2.2 Analisis Deskriptif Sanksi Perpajakan (X1)
Sanksi perpajakan adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan. Terdapat 3 indikator utama dalam variabel penggelapan pajak yang tercermin dalam 3 pernyataan terpisah. Hasil analisis deskriptif Sanksi Perpajakan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini, yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc213694274]Tabel 4. 5 Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.1
	0
	2
	34
	59
	15
	3,70

	X1.2
	0
	2
	36
	48
	24
	3,85

	X1.3
	0
	2
	32
	58
	18
	3,83


            Sumber: Diolah, 2025
Dilihat dari tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (X1.1) menyatakan nilai rata-rata (mean) 3,70. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak efektif dalam mengurangi penggelapan pajak.
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan kedua (X1.2) menyatakan nilai rata-rata (mean) 3,85. Disimpulkan bahwa Sanksi Pidana harus memberi efek jera kepada para wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan ketiga (X1.3) menyatakan nilai rata-rata (mean) 3,83. Dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif yang diberikan harus memberatkan wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.
[bookmark: _Toc215151705]4.2.3 Analisis Deskriptif Norma subjektif (X2)
Norma subjektif merujuk pada siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak. Dalam perpajakan, norma ini mengatur mengenai status dan kedudukan individu atau entitas yang memiliki potensi kewajiban pajak. Terdapat 3 indikator utama dalam variabel penggelapan pajak yang tercermin dalam 3 pernyataan terpisah. Hasil analisis deskriptif Norma Subjektif disajikan dalam bentuk tabel berikut ini, yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc213694275]Tabel 4. 6 Deskriptif Variabel Norma Subjektif
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.1
	0
	3
	39
	46
	22
	3,79

	X2.2
	0
	7
	33
	45
	25
	3,80

	X2.3
	0
	3
	38
	55
	14
	3,72


Sumber: Diolah tahun 2025
Dilihat dari tabel di atas, hasil analisis statistik deskriptif dari butir pernyataan pertama (X2.1) menyatakan nilai rata-rata (mean) 3,79. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merasa bahwa tekanan sosial mendorong mereka untuk membayar pajak.
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan kedua (X1.2) menyatakan nilai rata-rata (mean) 3,80. Disimpulkan bahwa Keluarga dan teman wajib pajak telah membayar pajak sesuai ketentuan. 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pernyataan ketiga (X2.3) menyatakan nilai rata-rata (mean) 3,67. Dapat disimpulkan bahwa sanksi Wajib pajak merasa malu apabila tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
[bookmark: _Toc215151706]4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian
[bookmark: _Toc215151707]4.3.1 Hasil Analisis Structural Equation Modelling (SEM) 
Hasil analisis model PLS-SEM Algorthm dapat dilihat pada gambar dibawah ini yang menunjukkan loading factor untuk menyatakan besarnya pengaruh indikator terhadap variabel, dan pengaruh antar variabel.
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[bookmark: _Toc213694332]Gambar 4. 1 Model Hasil Analisis PLS-SEM
[bookmark: _Toc215151708]4.3.2 Analisis Outer Model (Model Pengukuran) 
Dalam SEM (Structural Equation Modeling), outer model atau model pengukuran berfungsi untuk memperlihatkan korelasi antara variabel dengan indikator yang mewakilinya. Cara untuk mengetahui kekuatan korelasi ini adalah dengan mengamati nilai loading factor. Sebuah indikator dianggap tidak memadai atau tidak berfungsi jika nilai loading factor-nya kecil.
Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023), idealnya nilai loading factor pada model pengukuran harus melebihi 0,7. Secara keseluruhan, tujuan utama dari outer model adalah untuk memastikan bahwa indikator-indikator tersebut valid dan reliabel, serta untuk mengukur seberapa erat hubungan di antara variabel dengan indikatornya dan juga hubungan antar variabel itu sendiri.
4.3.2.1 Hasil Uji Convergent Validity 
Suatu indikator dianggap valid jika nilai loading factor-nya melebihi 0,7 pada variabel laten yang diukurnya (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Untuk menentukan sah atau tidaknya instrumen kuesioner dalam penelitian, kita perlu melakukan uji validitas, yang mencakup convergent validity dan discriminant validity. Langkah awal dalam proses ini adalah melaksanakan uji konvergensi dengan cara memeriksa nilai loading factor dari setiap instrumen penelitian.
[bookmark: _Toc213694276]Tabel 4. 7 Hasil Outer Loading
	No.
	Variabel
	Kode Indikator
	Outer Loading
	Keterangan

	1. 
	Sanksi
Perpajakan
	X1.1
	0,897
	Valid

	2. 
	
	X1.2
	0,754
	Valid

	3. 
	
	X1.3
	0,790
	Valid

	4. 
	Norma Subjektif
	X2.1
	0,861
	Valid

	5. 
	
	X2.2
	0,841
	Valid

	6. 
	
	X2.3
	0,855
	Valid

	7. 
	Penggelapan Pajak
	Y.1
	0,924
	Valid

	8. 
	
	Y.2
	0,925
	Valid

	9. 
	
	Y.3
	0,895
	Valid

	10. 
	
	Y.4
	0,901
	Valid


Sumber : Hasil olah data SmartPLS 4.0, 2025
Berdasarkan tabel 4.7 outer loading, rata-rata telah memenuhi kriteria dengan loading factor > 0,7, untuk melihat apakah item memenuhi kriteria dapat juga dilihat dari nilai AVE jika nilai AVE > 0,50, maka item tersebut dinyatakan valid.


[bookmark: _Toc213694277]Tabel 4. 8 Nilai AVE
	Variabel
	AVE
	Keterangan

	Sanksi Pajak
	0,665
	Valid

	Norma Subjektif
	0,726
	Valid

	Penggelapan Pajak
	0,830
	Valid


Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2025
 Dari tabel yang tertera di atas, menunjukkan nilai AVE dari setiap variabel laten lebih dari 0,50 yang artinya valid dan memenuhi syarat.
4.3.2.2 Hasil Uji Discriminant Validity 
Setelah melakukan uji convergent validity, selanjutnya dilakukan pengujian discriminant validity yang digunakan untuk menguji dan mengetahui struktur variabel laten sebenarnya berbeda dari variabel laten lainnya. Uji validitas diskriminan melihat nilai dari loading cross pada variabel yang akan dilihat serta nilai korelasi dari setiap variabel. Nilai diskriminan yang baik menurut Ghozali & Kusumadewi, (2023) yaitu nilai AVE (average variance extraced) harus melebihi nilai korelasi antara konstruk dengan nilai yang diharapkan lebih dari 0,5.
[bookmark: _Toc213694278]Tabel 4. 9 Cross Loading
	
	X1
	X2
	Y

	X1-1
	0.897
	-0.008
	-0.092

	X1-2
	0.754
	-0.002
	-0.049

	X1-3
	0.790
	-0.010
	-0.063

	X2-1
	0.004
	0.861
	-0.626

	X2-2
	-0.054
	0.841
	-0.578

	X2-3
	0.024
	0.855
	-0.627

	Y1
	-0.098
	-0.642
	0.924

	Y2
	-0.124
	-0.677
	0.925

	Y3
	-0.082
	-0.676
	0.895

	Y4
	-0.009
	-0.613
	0.901


  Sumber : Hasil olah data SmartPLS 4.0, 2025
Berdasarkan tabel 4.9, menunjukkan struktur variabel dalam blok variabel lain. Dan nilai cross loading variabel lebih dari 0,50 sehingga seluruh pernyataan dari indikator dinyatakan valid.
4.3.2.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
Penelitian Untuk mendeteksi indikator sebagai alat ukur variabel penelitian telah memberikan hasil pengukuran yang konsisten, maka perlu melakukan uji reliabilitas dengan mengetahui nilai dari cronbach alpna serta nilai composite reliability dari blok indikator pengukur variabel. Indikator dikatakan reliabel jika nilai dari cronbach alpha > 0,6 dan nilai composite reliability > 0,7.
[bookmark: _Toc213694279]Tabel 4. 10 Cronbach alpha & Composte reliabilty
	Variabel
	Nilai Cronbach's alpha
	Nilai Composite reliability

	Sanksi Pajak
	0,756
	0,836

	Norma Subjektif
	0,812
	0,813

	Penggelapan Pajak
	0,932
	0,934


Sumber : Hasil olah data SmartPLS 4.0, 2025
Nilai cronbach’s alpha dari setiap variabel dalam penelitian ini, seperti yang ditunjukkan dalam tabel  di atas yaitu lebih dari 0,60 serta nilai compsite reliability lebih dari 0,70, maka dapat simpulkan bahwa seluruh setiap butir pernyataan dinyatakan reliabel dan konsisten sebagai alat ukur.
[bookmark: _Toc215151709]4.3.3 Hasil Model Struktural (Inner Model) 
Syarat pengujian model struktural penelitian ini telah terpenuhi sebelumnya, dan dapat dilakukan pengujian model struktural (inner model) yaitu menguji menggunakan 2 metode yaitu dengan koefisien determinasi (r-square) dan uji f-square.
4.3.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R-Square) 
R-square (koefisien determinasi) ialah cara untuk menilai variabel dependen (terikat) dapat dijelaskan oleh variabel independen (bebas), yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai dari r-square sebesar 0,67 adalah nilai koefisien determinasi yang kuat, nilai 0,33 menyatakan koefisien determinasi moderat, dan nilai 0,19 menyatakan nilai koefisien determinasi yang lemah.
Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini yaitu, nilai r-square pada variabel penggelapan pajak (Y) adalah 0,523, hal ini membuktikan bahwa 52,3% perubahan nilai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh variabel independen yang ada dalam model.
4.3.3.2 Uji F-Square 
Setelah melakukan uji koefisien determinasi, selanjutnya mengestimasi model struktural menggunakan SmartPLS 4.0, melihat nilai f-square untuk mengukur tingkat pengaruh antar variabel. Hasil uji f-square dapat dilihat pada tabel berikut.
[bookmark: _Toc213694280]Tabel 4. 11 Nilai F-Square
	
	F-Square

	Sanksi Perpajakan – Penggelapan Pajak 
	0,019

	Norma Subjektif – Penggelapan Pajak 
	1,080


Sumber: Data diolah, 2025
Berdasarkan tabel nilai f-square di atas, maka dapat diketahui pengaruh antar variabel adalah:
1) Sanksi Perpajakan terhadap penggelapan pajak memiliki nilai f-square sebesar 0,019 (moderat); dan 
2) Norma Subjektif terhadap penggelapan pajak memiliki nilai f-square sebesar 1,080 (kuat).
4.3.3.3 Uji hipotesis
[bookmark: _Toc213694281]Tabel 4. 12 Path Coefficients
	
	Original sample (O)
	Sample mean (M)
	Standard deviation (STDEV)
	T statistics (|O/STDEV|)
	P values

	Sanksi Perpajakan -> Penggelapan Pajak
	-0,094
	-0,093
	0.086
	1.100
	0.271

	Norma Subjektif -> Penggelapan pajak
	-0,718
	-0,713
	0.049
	14,775
	0.000


Sumber : Hasil olah data SmartPLS 4.0, 2025
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode Partial Least Square menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Pendekatan bootstrapping digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antar variabel pada path coefficient. Penentuan signifikansi dilakukan dengan memeriksa nilai p-value,  dengan tingkat signifikansi yang diatur pada 0,05. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa: 
1. Dengan p-value sebesar 0,271 lebih dari 0,05 dan koefisien sebesar -0,094 yang mengarah ke negatif, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tdak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap praktik penggelapan pajak, sehingga H1 yaitu sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak ditolak.
2. Pada hipotesis kedua, nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, disertai dengan koefisien sebesar -0.718 yang menunjukkan arah negatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan norma Subjektif memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap perilaku penggelapan pajak sehingga H2 diterima.
[bookmark: _Toc215151710]4.4 Pembahasan 
[bookmark: _Toc215151711]4.4.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan
Dari hasil uji hipotesis pertama, ditemukan bahwa nilai p-value yakni 0,271 (lebih dari 0,05), dan path coefficient mencapai -0,094 dengan arah yang negatif.  Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh tidak signifikan dan negatif dari sanksi  pajak terhadap praktik penggelapan pajak pada wajib pajak, khususnya WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. 
Sanksi pajak sering dianggap sebagai instrumen utama untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan, seperti menghindari penggelapan pajak atau pelaporan yang tidak jujur. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan Teori Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia, seperti praktik penggelapan pajak, dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pertama, sikap terhadap perilaku, yang artinya bagaimana individu menilai perilaku tersebut positif atau negatif; kedua, norma subjektif, yaitu tekanan sosial dari orang-orang penting di sekitar kita; dan ketiga kontrol perilaku yang berkaitan dengan persepsi kita tentang seberapa mudah atau sulit melakukan perilaku tersebut. Ketiga elemen ini akhirnya membentuk behavioral intention, atau niat untuk bertindak, yang kemudian memicu perilaku nyata.
Dalam hal ini, sanksi pajak bisa kita lihat sebagai faktor luar yang mungkin memengaruhi komponen TPB, terutama sikap terhadap perilaku. Sanksi yang ketat seharusnya membuat orang merasa lebih merasa takut dan sulit untuk melakukan penggelapan pajak, sehingga mengurangi niat dan tindakan itu sendiri. Namun, path coefficient yang negatif tapi tidak signifikan (-0,094) menunjukkan bahwa sanksi pajak ternyata tidak cukup kuat untuk mengubah sikap terhadap perilaku. Wajib pajak merasa sanksi tersebut tidak menakutkan, atau bisa dihindari dengan cara-cara seperti memanipulasi laporan. 
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Fitriani et al., (2023), Effendi & Sandra, (2022), serta Mirayani & Rengganis, (2023) yang menunjukkan bahwa semakin  tinggi sanksi dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji Waskita et al., (2021) dan (Hanny Yustrianthe & Ayu Pandan Wangi, 2025) yang menujukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak, semakin tinggi sanksi pajak maka menyebabkan semakin tinggi persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.
[bookmark: _Toc215151712]4.4.2 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Penggelapan
Dari hasil uji hipotesis kedua, ditemukan bahwa nilai p-value yakni 0,000 (kurang dari 0,05), dan path coefficient mencapai -0,718 dengan arah yang negatif.  Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan negatif dari norma subjektif terhadap praktik penggelapan pajak pada wajib pajak, khususnya WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima.
Teori Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang termasuk keputusan untuk tidak melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Ketiganya membentuk niat seseorang untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan.
Dalam hal ini, pengaruh lingkungan sosial seperti pendapat teman, rekan kerja, atau kelompok sekitar yang menilai penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak pantas sangat berkaitan dengan norma subjektif. Tekanan dan persepsi sosial semacam ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap aturan perpajakan. Upaya untuk mengurangi penggelapan pajak melalui penanaman nilai kepatuhan dan pembentukan budaya positif di masyarakat sejalan dengan TPB. Pendekatan ini memperkuat norma subjektif sehingga dapat mengubah perilaku wajib pajak secara keseluruhan. Hasil dari p-value (0,000) dan path coefficient (-0,718) menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap praktik penggelapan pajak. Ini berarti bahwa semakin kuat persepsi wajib pajak bahwa lingkungan sosial (seperti teman, rekan kerja, atau kelompok sekitar) memandang penggelapan pajak sebagai hal yang tidak wajar atau tidak dapat diterima, maka keinginan untuk melakukan penggelapan pajak menurun.
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah, (2019, Owusu et al., (2020), serta Wanarta & Mangoting, (2022), yang menujukan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiastuti, (2021), Datulalong & Susanto, (2015, serta Haris et al., (2022) yang menunjukkan bahwa semakin  tinggi norma subjektif dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak.
[bookmark: _Toc215151713]BAB V 
[bookmark: _Toc215151714]PENUTUP
[bookmark: _Toc215151715]5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diperoleh p-value sebesar 0,271 yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05, serta nilai path coefficient sebesar –0,094 dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak signifikan dan berpenaruh negatif terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Balikpapan Timur. Wajib pajak cenderung menilai bahwa sanksi dapat dihindari atau tidak memberikan konsekuensi yang serius sehingga tidak berpengaruh signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Dengan demikian, efektivitas sanksi pajak sebagai instrumen penegakan kepatuhan masih perlu ditingkatkan agar mampu berperan lebih kuat dalam memengaruhi sikap dan mencegah praktik penggelapan pajak.
2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dengan nilai path coefficient sebesar -0,718. Nilai ini mengindikasikan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Balikpapan Timur. Artinya, semakin kuat tekanan atau dorongan sosial dari lingkungan terdekat seperti (keluarga, teman, dan rekan kerja) yang menilai bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak pantas, maka semakin rendah kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.
5.2 [bookmark: _Toc215151716]Saran
1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan untuk memahami risiko jangka panjang penggelapan pajak, seperti kerugian finansial dan reputasi, meskipun sanksi pajak saat ini tidak cukup efektif sebagai pencegah. Namun WPOP juga diharapkan untuk memahami bahwa meskipun sanksi tidak memberatkan namun dorongan dari keluarga atau orang terdekat mengenai penggelapan pajak adalah perbuatan yang tidak baik juga diperlukan untuk mengurangi tingkat penggelapan.
2. Bagi KPP Pratama Balikpapan Timur
KPP Pratama Balikpapan Timur perlu meningkatkan efektivitas sanksi pajak melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk membuat sanksi lebih menakutkan dan sulit dihindari.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti permasalahan yang sama, perlu melakukan eksplorasi lebih lanjut pada variabel sanksi perpajakan, menguatkan indikator yang digunakan, serta penambahan moderasi atau variabel lain untuk memperkaya analisis. Sementara itu, variabel norma subjektif perlu didalami melalui sumber pengaruh sosial yang lebih mendalam, diuji dengan pendekatan mediasi, dan diterapkan pada konteks yang lebih luas untuk memahami dampaknya secara komprehensif
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Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Perkenalkan, saya Edelwais mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman jurusan Akuntansi angkatan 2022. Saat ini saya sedang melakukan penelitian akhir (skripsi) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Norma Subjektif terhadap Penggelapan Pajak di Wilayah KPP Pratama Balikpapan Timur”.
Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i kiranya bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan daftar pertanyaan yang tertera. Data yang Bapak/Ibu/ Saudara/i berikan hanya untuk kepentingan penelitian ini dan akan sangat terjaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan kesediaanya, saya ucapkan terima kasih. 
Hormat Saya
Peneliti


Edelwais    2201036130


IDENTITAS RESPONDEN
Nama				:
Jenis Kelamin			:
				  ☐ Pria
				  ☐ Wanita
Usia				: 
				  ☐ 25-35
				  ☐ 36-45
				  ☐ 46-55
				  ☐ >55
Memiliki NPWP		: ☐ Iya			☐ Tidak
Jenis Pekerjaan		:
				 ☐ Penilai			☐ Aktuaris
				 ☐ Pengacara			☐ Konsultan
				 ☐ Notaris			☐ Model
				 ☐ Akuntan			☐ Apoteker
 ☐ Arsitek			
    				 ☐ Dokter




LEMBAR KUISIONER
Petunjuk Pengisian
1. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda centang () pada pilihan jawaban yang ada.
2. Mohon mengisi pernyataan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Keterangan
· Angka 5 = Sangat Setuju
· Angka 4 = Setuju
· Angka 3 = Netral
· Angka 2 = Tidak Setuju
· Angka 1 = Sangat Tidak Setuju

A. Penggelapan Pajak

	No
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Menyembunyikan informasi pajak bukan tindakan penggelapan pajak.
	
	
	
	
	

	2. 
	Adanya penyuapan menyebabkan ketidakadilan dan membuat WPOP melakukan penggelapan pajak.
	
	
	
	
	

	3. 
	Saya tidak membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan
	
	
	
	
	

	4. 
	Saya secara sengaja tidak melakukan pelaporan dan penyetoran pajak pada periode tertentu
	
	
	
	
	





B. Sanksi Perpajakan

	No.
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Sanksi Pajak efektif dalam mencegah WPOP untuk melanggar norma perpajakan.
	
	
	
	
	

	2. 
	Sanksi pidana untuk pelanggaran berat pajak terlalu jarang diterapkan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak.
	
	
	
	
	

	3. 
	Sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar harus memberatkan wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.
	
	
	
	
	



C. Norma Subjektif

	No.
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Tekanan sosial mendorong saya untuk mematuhi kewajiban pajak.
	
	
	
	
	

	2. 
	Keluarga dan teman saya berpendapat untuk membayar pajak sesuai ketentuan.
	
	
	
	
	

	3. 
	Saya merasa malu jika ketahuan tidak membayar pajak, karena itu melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat.
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	NO
	X1
	TOTAL
 
	X2
	TOTAL
	Y
	TOTAL

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	

	1
	4
	3
	4
	11
	3
	4
	4
	11
	2
	2
	3
	3
	10

	2
	3
	4
	3
	10
	4
	4
	4
	12
	2
	3
	2
	2
	9

	3
	4
	3
	4
	11
	5
	5
	5
	15
	1
	1
	1
	1
	4

	4
	4
	3
	4
	11
	3
	3
	4
	10
	2
	2
	3
	3
	10

	5
	4
	5
	4
	13
	3
	3
	3
	9
	2
	3
	3
	3
	11

	6
	3
	2
	3
	8
	5
	5
	5
	15
	1
	1
	1
	2
	5

	7
	4
	5
	4
	13
	2
	2
	2
	6
	4
	4
	4
	4
	16

	8
	3
	3
	3
	9
	5
	4
	4
	13
	2
	2
	3
	3
	10

	9
	3
	4
	3
	10
	4
	5
	4
	13
	2
	2
	2
	2
	8

	10
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	9
	2
	3
	3
	3
	11

	11
	4
	4
	4
	12
	5
	5
	3
	13
	1
	2
	2
	2
	7

	12
	4
	4
	4
	12
	4
	4
	4
	12
	2
	2
	2
	3
	9

	13
	4
	3
	4
	11
	4
	4
	4
	12
	1
	1
	1
	2
	5

	14
	4
	4
	4
	12
	4
	3
	4
	11
	2
	2
	2
	3
	9

	15
	2
	4
	4
	10
	3
	4
	4
	11
	1
	2
	2
	2
	7

	16
	3
	3
	3
	9
	3
	2
	3
	8
	3
	4
	4
	4
	15

	17
	5
	4
	4
	13
	3
	4
	4
	11
	2
	2
	3
	3
	10

	18
	4
	4
	3
	11
	5
	5
	5
	15
	2
	2
	2
	2
	8

	19
	4
	5
	4
	13
	3
	4
	3
	10
	3
	3
	3
	4
	13

	20
	3
	4
	4
	11
	5
	4
	5
	14
	1
	1
	1
	1
	4

	21
	4
	3
	4
	11
	4
	3
	4
	11
	2
	2
	2
	2
	8

	22
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	9
	2
	2
	3
	3
	10

	23
	5
	4
	5
	14
	3
	4
	4
	11
	2
	2
	2
	2
	8

	24
	5
	5
	5
	15
	4
	4
	4
	12
	1
	1
	1
	2
	5

	25
	3
	3
	3
	9
	5
	4
	4
	13
	1
	2
	2
	2
	7

	26
	3
	3
	3
	9
	3
	4
	4
	11
	2
	2
	2
	3
	9

	27
	4
	4
	4
	12
	3
	2
	3
	8
	2
	3
	3
	3
	11

	28
	3
	4
	3
	10
	3
	3
	4
	10
	2
	2
	3
	3
	10

	29
	3
	3
	3
	9
	4
	5
	3
	12
	2
	2
	3
	3
	10

	30
	4
	3
	4
	11
	4
	4
	4
	12
	2
	3
	3
	3
	11

	31
	3
	3
	3
	9
	4
	4
	4
	12
	1
	1
	2
	2
	6

	32
	4
	4
	4
	12
	5
	5
	5
	15
	2
	2
	1
	3
	8

	33
	5
	5
	4
	14
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	4
	13

	34
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	3
	12

	35
	4
	4
	4
	12
	4
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	14
	2
	2
	3
	3
	10

	36
	4
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	4
	12
	3
	4
	4
	11
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	3
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	10

	37
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	12
	4
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	11
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	2
	8

	38
	3
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	11
	3
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	4
	12
	2
	2
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	3
	10

	39
	4
	4
	4
	12
	4
	3
	4
	11
	1
	2
	2
	3
	8

	40
	4
	4
	4
	12
	5
	4
	4
	13
	1
	2
	2
	1
	6

	41
	3
	3
	3
	9
	3
	2
	3
	8
	3
	3
	3
	3
	12

	42
	3
	3
	4
	10
	4
	5
	4
	13
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	2
	2
	2
	7

	43
	4
	5
	4
	13
	4
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	5
	13
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	2
	3
	8

	44
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	3
	2
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	5
	4
	13
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	3
	12

	45
	5
	5
	4
	14
	5
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	4
	14
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	5

	46
	3
	3
	3
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	11
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	2
	2
	2
	8

	47
	4
	4
	4
	12
	4
	5
	3
	12
	1
	1
	2
	2
	6

	48
	5
	5
	5
	15
	4
	4
	4
	12
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	1
	1
	4

	49
	4
	4
	4
	12
	3
	3
	3
	9
	2
	2
	2
	3
	9

	50
	3
	3
	4
	10
	4
	5
	4
	13
	1
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	2
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	51
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	3
	12
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	13
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	14
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	13
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	12
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	13
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	11
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	8

	59
	5
	2
	4
	11
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	11
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	15
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	10
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	11
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	3
	3
	4
	4
	14

	95
	4
	5
	3
	12
	5
	4
	4
	13
	1
	1
	1
	1
	4

	96
	3
	3
	3
	9
	4
	5
	4
	13
	2
	2
	2
	3
	9

	97
	4
	5
	5
	14
	3
	3
	3
	9
	2
	2
	2
	2
	8

	98
	4
	4
	5
	13
	2
	2
	3
	7
	3
	4
	4
	4
	15

	99
	4
	5
	5
	14
	5
	5
	5
	15
	2
	2
	1
	2
	7

	100
	4
	5
	5
	14
	4
	3
	4
	11
	2
	2
	1
	3
	8

	101
	4
	4
	4
	12
	3
	4
	5
	12
	1
	1
	1
	2
	5

	102
	3
	3
	4
	10
	4
	3
	3
	10
	3
	3
	3
	3
	12

	103
	2
	3
	4
	9
	4
	4
	3
	11
	3
	3
	3
	3
	12

	104
	4
	5
	4
	13
	4
	3
	3
	10
	2
	2
	3
	3
	10

	105
	5
	5
	5
	15
	5
	4
	5
	14
	1
	1
	2
	2
	6

	106
	4
	3
	3
	10
	5
	4
	4
	13
	1
	1
	1
	1
	4

	107
	5
	5
	5
	15
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	4
	4
	14

	108
	4
	3
	4
	11
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	3
	12

	109
	3
	4
	4
	11
	4
	4
	4
	12
	2
	2
	3
	3
	10

	110
	4
	4
	3
	11
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	4
	13
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	X1
	X2
	Y

	X1-1
	0.897
0.754
0.790
	
	

	X1-2
	
	
	

	X1-3
	
	
	

	X2-1
	
	0.861
0.841
0.855
	

	X2-2
	
	
	

	X2-3
	
	
	

	Y1
	
	
	0.924
0.925
0.895
0.901

	Y2
	
	
	

	Y3
	
	
	

	Y4
	
	
	





Construct Reability and Validity
	
	Cronbach's alpha 
	Composite reliability (rho_a) 
	Composite reliability (rho_c) 
	Average variance extracted (AVE) 

	X1
	0.756
	0.836
	0.856
	0.665

	X2
	0.812
	0.813
	0.888
	0.726

	Y
	0.932
	0.934
	0.951
	0.830



Cross loading
	
	X1
	X2
	Y

	X1-1
	0.897
	-0.008
	-0.092

	X1-2
	0.754
	-0.002
	-0.049

	X1-3
	0.790
	-0.010
	-0.063

	X2-1
	0.004
	0.861
	-0.626

	X2-2
	-0.054
	0.841
	-0.578

	X2-3
	0.024
	0.855
	-0.627

	Y1
	-0.098
	-0.642
	0.924

	Y2
	-0.124
	-0.677
	0.925

	Y3
	-0.082
	-0.676
	0.895

	Y4
	-0.009
	-0.613
	0.901



R-square
	
	R-square 
	R-square adjusted 

	Y
	0.523
	0.514



F-square
	
	X1 
	X2 
	Y 

	X1
	
	
	0.019

	X2
	
	
	1.080

	Y
	
	
	





Path Coefficient 
Uji Pengaruh
	
	Original sample (O) 
	Sample mean (M) 
	Standard deviation (STDEV) 
	T statistics (|O/STDEV|) 
	P values 

	X1 -> Y 
	-0.094
	-0.093
	0.086
	1.100
	0.271

	X2 -> Y 
	-0.718
	-0.713
	0.049
	14.775
	0.000
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Data Kuisioner
	No
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4

	1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	2
	4
	5
	3
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	3
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	3
	4
	5
	5

	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4

	6
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	7
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	3
	3
	2
	3

	8
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5

	9
	4
	4
	4
	3
	4
	5
	5
	2
	4
	4
	3

	10
	4
	5
	5
	4
	3
	4
	5
	4
	5
	4
	3

	11
	3
	2
	3
	4
	2
	1
	3
	1
	1
	2
	3

	12
	4
	3
	4
	3
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	4

	13
	5
	5
	5
	1
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	5

	14
	3
	2
	4
	5
	4
	5
	2
	2
	3
	4
	1

	15
	2
	3
	4
	5
	3
	4
	5
	4
	4
	4
	5

	16
	4
	4
	5
	1
	4
	5
	3
	4
	5
	3
	3

	17
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	18
	2
	2
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	3

	19
	4
	3
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4

	20
	3
	4
	5
	5
	5
	3
	4
	3
	3
	4
	3

	21
	4
	4
	4
	4
	5
	3
	4
	3
	5
	5
	5

	22
	5
	5
	5
	5
	3
	3
	3
	5
	5
	5
	4

	23
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	24
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	5

	25
	5
	3
	4
	4
	3
	5
	4
	3
	4
	3
	5

	26
	4
	5
	4
	5
	4
	3
	5
	4
	3
	4
	4

	27
	3
	4
	5
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	3

	28
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	4

	29
	3
	4
	3
	5
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3

	30
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	3
	4
	5
	4
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Hasil Outer Loading (Convergent Validity)
	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	Keterangan

	Sanksi
Perpajakan
	X1.1
	0,869
	Valid

	
	X1.2
	0,860
	Valid

	
	X1.3
	0,846
	Valid

	Norma Subjektif
	X2.1
	0,832
	Valid

	
	X2.2
	0,910
	Valid

	
	X2.3
	0,853
	Valid

	
	X2.4
	0,650
	Valid

	Penggelapan Pajak
	Y.1
	0,861
	Valid

	
	Y.2
	0,899
	Valid

	
	Y.3
	0,869
	Valid

	
	Y.4
	0,426
	Valid





Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
	Variabel
	Cronbach's alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Keterangan

	Penggelapan Pajak
	0.821
	0.822
	Reliabel

	Sanksi Perpajakan
	0.830
	0.856
	Reliabel

	Norma Subjektiif
	0.775
	0.851
	Reliabel
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